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BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab

sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap masalah yang diajukan dalam

penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Dalam memberikan perlindungan bagi Korban di daerah, LPSK
telah melakukan langkah — langkah yang sesuai dengan yang
dimaksud dalam Pasal 5, 6, dan 7 Undang — Undang Nomor 13
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu
memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana untuk
menjamin keamanan korban tindak pidana, memfasilitasi dan
memberikan pelayanan terhadap korban berupa Pemenuhan hak
prosedural,  perlindungan  fisik,  bantuan, rehabilitasi
medis/psikologis, kompensasi dan restitusi,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sering
menghadapi kendala dalam mengimplementasikan hak korban di
daerah tersebut.Secara yuridis ada kendala yang timbul dari

Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
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Saksi dan Korban yaitu belum diatur secara tegas pembentukan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah karna
banyaknya permohonan yang asalnya dari daerah sendiri. Secara
non Yuridis terdapat kendala teknis yaitu kekurang tahuan aparat
penegak hukum di daerah terhadap Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban serta kurangnya sosialisasi Lembaga itu sendiri, agar

dapat terwujudnya perlindungan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran

sebagai berikut :

1. Perlunya kerjasama instansi-instansi terkait dan aparat penegak
hukum di daerah untuk membantu terwujudnya proses perlindungan

terhadap korban.

2. Aparat penegak hukum perlu menyamakan persepsi dengan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dalam perlindungan

hak korban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri agar lebih
memperbanyak sosialisasi ke daerah-daerah agar setiap warga negara
Indonesia mengerti akan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan

korban yang melindungi hak-haknya sebagai korban.
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4. LPSK perlu memperluas dan/atau memperbanyak perwakilan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah — daerah
lain,agar perlindungan terhadap korban dapat diberikan secepat-

cepatnya.
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Peraturan Perundang — Undangan :
Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.



